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WALI KOTA PROBOLINGGO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 25 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024  

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dalam penyusunan 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025, serta adanya 

perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka 

pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, 

maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
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Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587),  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

543); 
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15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5  Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D); 

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2023 Nomor 100 seri E); 

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9); 

19. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-

2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA 

PROBOLINGGO TAHUN 2025. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 35) diubah sebagaimana dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di Probolinggo  

pada tanggal 28 Mei 2025  

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

tttd.. 

 

AMINUDDIN 

 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 28 Mei 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

                                    ttd.. 

 

                      NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 25 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

 

 
DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H. 

                NIP. 19780608 200903 1 004 

 

 


